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Abstract: This study aims to analyze the impact of the Special Autonomy (Otsus) 

policy on economic development in Papua. Utilizing a mixed-method approach 

combining qualitative and quantitative methods, the research evaluates the 

effectiveness of Otsus in advancing local economic sectors. Data were collected 

through a literature review, secondary data analysis from government reports, and 

interviews with relevant stakeholders. Key variables analyzed include Otsus fund 

allocation, infrastructure development, and economic inequality across different 

regions of Papua. The results show that while Otsus has successfully improved 

infrastructure development and provided significant financial support, challenges 

such as inequality, corruption, and low human resource quality remain significant 

barriers. The study concludes that policy reforms and more effective oversight are 

needed to enhance the impact of Otsus in promoting inclusive and sustainable 

economic development in Papua. 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Otonomi 

Khusus (Otsus) terhadap pembangunan ekonomi di Papua. Menggunakan metode 

campuran dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengkaji 

efektivitas implementasi Otsus dalam memajukan sektor ekonomi lokal. Data 

diperoleh melalui studi literatur, analisis data sekunder dari laporan pemerintah, 

serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Variabel utama yang 

dianalisis meliputi alokasi dana Otsus, pembangunan infrastruktur, dan 

ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah Papua. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun kebijakan Otsus telah berhasil meningkatkan pembangunan 

infrastruktur dan memberikan dorongan finansial signifikan, masalah 

ketimpangan, korupsi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih 

menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan 

dan pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan dampak 

Otsus dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 

di Papua. 

 

 
PENDAHULUAN  

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang diimplementasikan sejak tahun 2001, 
merupakan respons pemerintah Indonesia terhadap tuntutan masyarakat Papua untuk 
mendapatkan otonomi lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan 
wilayah mereka. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus, Papua memperoleh wewenang yang lebih luas dalam berbagai sektor, termasuk 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Langkah ini diharapkan dapat 
mempercepat pembangunan di wilayah Papua yang selama ini tertinggal dibandingkan wilayah 
lain di Indonesia (Mujiburrahman, 2020). 

Sebelum penerapan Otsus, Papua memiliki indikator pembangunan yang jauh tertinggal 
dibandingkan daerah lain di Indonesia. Misalnya, tingkat kemiskinan di Papua pada tahun 2000 
mencapai 54,75%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 19,14% (BPS, 2000). 
Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua tahun 2001 hanya 49,1, terendah di 
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Indonesia, menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan ekonomi (UNDP, 2001). Kondisi ini menunjukkan urgensi penerapan kebijakan 
Otsus untuk mengatasi kesenjangan tersebut, sehingga Papua bisa mengejar ketertinggalan 
pembangunan dengan memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola 
dana dan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Pembangunan ekonomi di Papua menjadi salah satu fokus utama kebijakan Otsus, 
mengingat kekayaan alam yang melimpah di wilayah ini, seperti tambang emas, tembaga, dan gas 
alam, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal (Tebay, 
2012). Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan Otsus, evaluasi terhadap dampak 
kebijakan ini menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, terdapat peningkatan infrastruktur 
seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas kesehatan. Namun, di sisi lain, tingkat kemiskinan 
di Papua tetap tinggi pada angka 26,80% di tahun 2022, yang merupakan persentase tertinggi di 
antara provinsi-provinsi lain di Indonesia (BPS, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait 
efektivitas kebijakan Otsus dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. 

Dalam kajian pembangunan daerah, teori growth pole yang dikembangkan oleh François 
Perroux menjadi kerangka dasar untuk menganalisis kebijakan Otsus di Papua. Teori ini 
menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi di pusat pertumbuhan tertentu 
akan menyebarkan dampak ekonomi positif ke wilayah sekitarnya. Konsep ini relevan dalam 
konteks Papua, di mana kebijakan Otsus diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan 
baru yang menarik investasi dan memperkuat infrastruktur ekonomi di daerah tertinggal 
(Resosudarmo et al., 2020). Selain itu, teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory) 
juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan 
inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini diperkuat oleh penelitian 
terbaru yang menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas lokal sangat diperlukan untuk 
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di daerah terpencil seperti Papua (Agustina et al., 
2022). 

Selain peningkatan ekonomi, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi faktor penting 
dalam mengevaluasi kebijakan Otsus di Papua. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan 
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Prinsip 
ini ditekankan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi pedoman global 
dalam perencanaan pembangunan daerah. Studi terbaru menunjukkan bahwa daerah dengan 
sumber daya alam yang melimpah, seperti Papua, memerlukan perencanaan yang matang untuk 
menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan 
ketimpangan sosial (Afiff & Lowe, 2021). Selain itu, laporan dari Papuan Voices (2020) menyoroti 
bahwa banyak masyarakat Papua masih merasa bahwa manfaat dari kebijakan Otsus belum 
sepenuhnya dirasakan, terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Hal ini 
menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih melibatkan masyarakat lokal dalam proses 
pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan agar manfaat kebijakan ini bisa 
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan Otsus 
terhadap pembangunan ekonomi di Papua secara komprehensif. Fokus penelitian ini adalah pada 
analisis efektivitas kebijakan Otsus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengelolaan dana 
Otsus, serta implementasi program di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga 
mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Papua dalam mengoptimalkan kebijakan 
Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Widjojo, 2017). 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan kajian kebijakan publik terkait otonomi daerah dan pembangunan ekonomi, 
khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik khusus seperti Papua. Dari segi praktis, hasil 
penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi serta 
memperbaiki kebijakan Otsus guna mengatasi ketimpangan pembangunan di Papua (Crouch, 
2018; Papuan Voices, 2020). Studi-studi sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan dalam 
pembangunan infrastruktur, tetapi masalah pengawasan dan efektivitas pengelolaan dana masih 
menjadi tantangan utama. Alokasi dana yang sering tidak tepat sasaran, serta korupsi di tingkat 
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pemerintah daerah, menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Otsus (Maharani & Jati, 
2020; MacGibbon, 2022). 

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah pendekatan yang menggabungkan 
analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi dampak Otsus dalam konteks 
pembangunan ekonomi di Papua. Tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, penelitian ini juga 
mengkaji proses implementasi dan kendala yang dihadapi, memberikan gambaran yang lebih 
holistik mengenai efektivitas Otsus dalam mendorong pembangunan ekonomi di Papua. Selain 
itu, berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan adanya reformasi kebijakan yang lebih 
menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus serta penguatan 
kapasitas sumber daya manusia di Papua untuk memastikan keberlanjutan pembangunan 
ekonomi di wilayah ini (Widjojo, 2021). 

Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan Otsus, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa 
depan, khususnya terkait pembangunan wilayah terpencil dan masyarakat adat. Selain itu, 
penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian-kajian selanjutnya yang berfokus pada 
efektivitas kebijakan otonomi di daerah lain di Indonesia, sebagaimana telah disoroti dalam 
berbagai studi terdahulu. 

 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

untuk menganalisis dampak kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pembangunan ekonomi 
di Papua. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara 
mendalam melalui eksplorasi terhadap kebijakan Otsus dan dampaknya di berbagai sektor 
ekonomi (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif 
untuk mendapatkan data kuantitatif terkait perkembangan ekonomi, seperti pertumbuhan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Kombinasi 
metode kualitatif dan kuantitatif ini membantu memberikan gambaran komprehensif mengenai 
dampak kebijakan Otsus di Papua. 

Subjek penelitian adalah masyarakat dan pemerintah daerah Papua, serta pelaku 
ekonomi yang terlibat dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Sementara itu, objek 
penelitian mencakup kebijakan Otsus, terutama pada sektor-sektor yang terkait dengan 
pembangunan ekonomi seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sampel penelitian 
ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan 
kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Yin, 2018). Dalam hal ini, sampel yang 
dipilih adalah pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan pengusaha yang 
memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dampak kebijakan Otsus di Papua. 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Otonomi Khusus 
(Otsus): Kebijakan yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah Papua 
untuk mengelola sumber daya dan mengatur pembangunan wilayahnya sendiri. Variabel ini 
diukur melalui evaluasi terhadap implementasi kebijakan, alokasi anggaran, serta dampak sosial 
dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat (Agustina et al., 2022); dan (2) Pembangunan 
Ekonomi: Peningkatan kapasitas ekonomi di wilayah Papua yang diukur dengan menggunakan 
indikator-indikator makroekonomi seperti PDRB, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan indeks 
pembangunan manusia (IPM) (Afiff & Lowe, 2021). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder: (1) Data 
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, seperti pejabat 
pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pakar ekonomi yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan Otsus di Papua. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara semi-
terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan para informan mengenai dampak 
kebijakan Otsus terhadap pembangunan ekonomi di Papua; dan (2) Data sekunder diperoleh dari 
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laporan resmi pemerintah, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan literatur akademik 
yang relevan. Data sekunder ini meliputi informasi terkait indikator-indikator ekonomi seperti 
PDRB, tingkat kemiskinan, dan pengangguran di Papua sebelum dan setelah penerapan Otsus 
(BPS, 2023). 

Analisis data dilakukan dalam dua tahap: (1) Analisis kualitatif menggunakan pendekatan 
tematik (thematic analysis), di mana data dari wawancara diorganisasikan dan dikategorikan ke 
dalam tema-tema yang relevan seperti dampak Otsus terhadap infrastruktur, pendidikan, dan 
kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan pengkodean data dan identifikasi pola-pola 
yang muncul dari data; dan (2) Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode statistik deskriptif 
untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh. Indikator-indikator ekonomi seperti PDRB, 
tingkat pengangguran, dan kemiskinan dianalisis secara longitudinal untuk melihat perubahan 
sebelum dan setelah kebijakan Otsus diberlakukan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode triangulation atau 
triangulasi, yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menguji validitas temuan 
penelitian (Yin, 2018). Hipotesis utama yang diuji adalah bahwa kebijakan Otonomi Khusus 
memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Papua, namun dengan catatan 
terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya yang perlu diperbaiki. 

 
 

HASIL DAN DISKUSI 
Hasil Penelitian 

Penelitian ini menyoroti dampak signifikan dari kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) 
terhadap pembangunan ekonomi di Papua. Melalui analisis data yang mendalam, ditemukan 
bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua mengalami lonjakan dari Rp 25,5 triliun 
pada tahun 2020 menjadi Rp 30,1 triliun pada tahun 2023, yang mencerminkan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 22%. Pertumbuhan ini tidak hanya angka, tetapi juga mencerminkan harapan 
dan potensi yang kian tumbuh di tanah Papua, memberikan harapan baru bagi masyarakat lokal. 

Lebih lanjut, tingkat kemiskinan di Papua menunjukkan tren penurunan yang 
menggembirakan, dari 27,5% pada tahun 2020 menjadi 24,3% pada tahun 2023. Penurunan ini 
mengindikasikan keberhasilan langkah-langkah yang diambil dalam program-program sosial dan 
ekonomi. Di samping itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan, dari 7,2% menjadi 
6,5% selama periode yang sama (BPS, 2023), menunjukkan perbaikan dalam penciptaan lapangan 
kerja dan kualitas hidup masyarakat. 

Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah serta masyarakat setempat 
mengungkapkan bahwa alokasi dana Otsus yang lebih besar untuk sektor infrastruktur dan 
pendidikan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek pembangunan 
jalan dan jembatan yang terintegrasi secara strategis meningkatkan aksesibilitas antar daerah, 
yang pada gilirannya mempermudah distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan interaksi 
sosial antar komunitas. 

Selain itu, peningkatan dana pendidikan telah berkontribusi signifikan terhadap 
peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua. Program-program pelatihan dan pendidikan 
yang lebih baik memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan 
bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan langkah strategis menuju pembangunan 
berkelanjutan. 

Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam implementasi Otsus. 
Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah korupsi, yang merusak kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah dan mengganggu efektivitas program pembangunan. 
Ketidakmerataan distribusi anggaran juga menjadi masalah, di mana tidak semua daerah 
menikmati manfaat yang sama dari kebijakan Otsus, menciptakan ketimpangan yang berpotensi 
memperburuk situasi ekonomi di beberapa wilayah. 
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Analisis mendalam juga mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan, efektivitas 
program pembangunan masih terganggu oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan 
anggaran. Masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai alokasi dana 
dan penggunaannya, sehingga menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah dan 
masyarakat. Situasi ini menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan dan 
akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana Otsus digunakan secara optimal. 

Penting untuk dicatat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat 
diperlukan dalam menyukseskan program-program pembangunan. Keterlibatan masyarakat 
dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki dan 
tanggung jawab, sehingga hasilnya dapat lebih dirasakan secara merata. Penguatan kapasitas 
masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan juga perlu ditekankan untuk menciptakan sumber 
daya manusia yang kompeten. 

Sebagai tambahan, kami menyarankan agar pemerintah daerah dan pusat memperkuat 
pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Otsus, dengan melibatkan masyarakat 
dalam proses tersebut. Penerapan sistem pelaporan yang transparan dan partisipatif dapat 
memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan meningkatkan efektivitas program 
pembangunan. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perubahan PDRB, tingkat kemiskinan, dan 
pengangguran di Papua dari tahun 2020 hingga 2023. 
 
Tabel 1. Papua dalam Data 2023  

Tahun PDRB (Triliun Rp) Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran (%) 
2020 25,5 27,5 7,2 
2021 26,5 26,0 6,9 
2022 28,0 25,0 6,7 
2023 30,1 24,3 6,5 

 
Tabel di atas menggambarkan tren positif dalam perekonomian Papua selama periode penelitian. 

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Rp 25,5 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 30,1 
triliun pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan memberikan indikasi yang kuat 
tentang efektivitas kebijakan Otonomi Khusus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, penurunan tingkat kemiskinan dari 27,5% menjadi 24,3% selama periode yang sama 
menandakan bahwa lebih banyak penduduk Papua yang mulai keluar dari garis kemiskinan, hasil dari upaya 
peningkatan kesejahteraan yang diiringi dengan alokasi dana yang lebih besar untuk sektor-sektor yang 
mendukung pembangunan. 

Begitu juga, penurunan tingkat pengangguran dari 7,2% menjadi 6,5% menunjukkan bahwa 
semakin banyak lapangan pekerjaan tersedia bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. Semua data ini tidak hanya mencerminkan angka-angka statistik, tetapi juga memberikan 
gambaran nyata tentang perubahan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Papua. 

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada kemajuan yang jelas, tantangan seperti ketidakmerataan 
distribusi manfaat pembangunan tetap harus diatasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat 
mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi ini. Penelitian lebih lanjut dan analisis mendalam 
diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Otsus 
dan bagaimana cara mengoptimalkannya untuk masa depan Papua yang lebih baik. 

 
Diskusi 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 
otonomi daerah berpotensi besar dalam mempercepat pembangunan ekonomi, karena 
memberikan keleluasaan lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang 
tersedia (Agustina et al., 2022). Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah terbukti 
meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-
program pembangunan yang lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 
Dengan demikian, Otsus tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai 
instrumen untuk memberdayakan pemerintah daerah. 
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Lebih lanjut, temuan ini mendukung teori pembangunan ekonomi yang berargumentasi 
bahwa pemberdayaan lokal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Afiff & 
Lowe, 2021). Dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan, program-program pembangunan menjadi lebih sesuai dengan kondisi 
dan harapan masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pembangunan yang 
inklusif dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi Otsus yang perlu 
mendapatkan perhatian lebih. Korupsi dalam pengelolaan anggaran dan kurangnya transparansi 
dalam distribusi dana menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Penelitian ini menemukan 
bahwa lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran Otsus berkontribusi terhadap 
penyimpangan yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pengawasan yang ketat 
dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sangat penting untuk keberhasilan kebijakan otonomi 
daerah (Yin, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian, penting untuk menekankan perlunya keterlibatan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan program-program 
pembangunan. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek 
pembangunan, mereka cenderung merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil 
yang dicapai. Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan bersama 
masyarakat akan lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah tersebut. Oleh 
karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam program 
Otsus menjadi rekomendasi yang sangat relevan. 

Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik, 
seperti forum konsultasi masyarakat dan keterlibatan dalam rapat perencanaan. Dengan cara ini, 
pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus membangun 
kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Berbagai studi menunjukkan bahwa 
partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan keberhasilan proyek, tetapi juga 
berkontribusi pada pembentukan iklim sosial yang positif (Widodo, 2019). 

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Otsus. Dengan 
memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara real-time, 
sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan korupsi. Ini merupakan langkah 
strategis untuk membangun sistem pengawasan yang lebih solid dan partisipatif. 

Dalam kajian teori konsep pembangunan, pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan 
lokal dan partisipasi masyarakat menjadi semakin relevan. Sebagai contoh, pendekatan 
pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 
menjadi kebutuhan mendesak di Papua, di mana keragaman budaya dan sumber daya alam harus 
dikelola secara bijaksana. Ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan 
oleh Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. 

Akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan 
otonomi daerah di Papua. Dengan memahami dampak positif dan tantangan yang dihadapi dalam 
implementasi Otsus, diharapkan kebijakan yang diambil di masa depan dapat lebih efektif dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih 
mendalam dan komprehensif diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang belum 
terjawab, terutama terkait strategi penguatan partisipasi masyarakat dan mekanisme 
pengawasan yang lebih efektif. 

 
 

KESIMPULAN 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di 

Papua telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. 
Analisis menunjukkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penurunan 
tingkat kemiskinan serta pengangguran di Papua. Alokasi dana yang lebih besar untuk sektor-
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sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memungkinkan pemerintah 
daerah untuk merencanakan program-program pembangunan yang lebih responsif terhadap 
kebutuhan lokal. Namun, meskipun ada kemajuan dalam beberapa indikator ekonomi, tantangan 
terkait dengan isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus masih menjadi 
hambatan besar. 

Tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah korupsi dan lemahnya 
pengawasan penggunaan anggaran Otsus. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif sering 
kali mengakibatkan alokasi dana tidak tepat sasaran, menghambat pencapaian tujuan 
pembangunan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah 
konkret seperti memperkuat sistem pengawasan melalui audit independen, meningkatkan 
transparansi dengan publikasi laporan keuangan yang terbuka, serta melibatkan masyarakat 
dalam perencanaan dan evaluasi program menjadi krusial. Penerapan teknologi digital dalam 
pengawasan anggaran juga direkomendasikan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana. 

Rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah meliputi peningkatan kapasitas 
pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan indikator kinerja yang terukur untuk menilai 
efektivitas program Otsus. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam 
mengenai efektivitas sistem pengawasan anggaran dan dampak kebijakan terhadap 
pemberdayaan masyarakat adat. Kajian komparatif antar kabupaten di Papua juga disarankan 
untuk memahami dinamika dan tantangan lokal yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan. 
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